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Abstrak 

Tujuan untuk membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman 

peraturan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, 

jumlah sampel berdasarkan perhitungan rumus adalah 36 Wajib Pajak. Teknik sampling menggunakan 

simple random sampling atau penarikan sampel acak. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran 

wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Sedangkan pemahaman peraturan dan aplikasi satria pajakberpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel yang terlalu kecil sehingga disarankan 

untuk penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan responden amatan. 

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan, kewajiban moral, sanksi 

pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak 

 

Abstract 

The aim is to prove the effect of taxpayer awareness, service quality, understanding of regulations, moral 

obligations, tax sanctions, and tax sanctions on hotel taxpayer compliance at the Banyumas Regency 

Regional Revenue Agency. The number of samples in this study using the Slovin formula, the number of 

samples based on the calculation of the formula is 36 taxpayers. The sampling technique uses simple random 

sampling or random sampling. The model used to test the hypothesis in this study uses multiple linear 

regression analysis. The results showed that taxpayer awareness, service quality, moral obligation, and tax 

sanctions had no effect on taxpayer compliance. Meanwhile, understanding the regulations and the 

application of tax officers has a positive effect on taxpayer compliance. The limitation of this study is that the 

sample is too small, so it is suggested that future studies can expand the scope of the observed respondents. 

Key Word: taxpayer awareness, service quality, understanding of regulations, moral obligations, tax 

sanctions, tax sanctions, taxpayer compliance 
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PENDAHULUAN 
Pajak sebagai salah satu penerimaan 

negara memiliki peran yang sangat besar dan 

semakin diandalkan dalam kepentingan 

pembangunan serta pembiayaan pengeluaran 

pemerintah (Mas dan Ery, 2014 dalam Dewi 

dan Sukartha, 2015). Pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan sumber 

pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah untuk 

mendapatkan otonomi daerah yang nyata, 

dinamis, serasi, dan bertanggung jawab 

(Dharma dan Suardana, 2014). 

 Menurut Undang-Undang No. 22  

Tahun  2016 tentang Peraturan Daerah  

Kabupaten Banyumas menetapkan jenis pajak 

daerah terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam 

dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung 

walet, pajak air tanah, pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan.  

Penelitian ini berfokus pada salah satu 

jenis pajak daerah yang mempengaruhi 

pendapatan asli daerah yaitu pajak hotel. 

Berdasarkan Undang-Undang  No.  22  Tahun  

2016 tentang Peraturan Daerah  Kabupaten 

Banyumas,   pengertian   pajak hotel adalah 

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 

lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga motel, losmen, gubug 

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 

rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah 

kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh). Pajak hotel adalah pajak yang 

secara tidak langsung dibayarkan oleh 

masyarakat yang menikmati pelayanan di hotel 

kepada pemerintah melalui hotel yang 

bersangkutan. Namun tidak semua Wajib 

Pajak hotel  akan melaksanakan kewajibannya, 

sehingga dapat menjadikan kendala dalam 

pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang 

dapat menghambat keefektifan pengumpulan 

pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Pratiwi 

dan Aryani, 2019). 

Menurut Green (1991) kepatuhan dapat 

diartikan sebagai suatu perubahan perilaku 

dari perilaku yang tidak taat peraturan ke 

perilaku yang taat peraturan.Wajib Pajak patuh 

akan kewajibannya karena menganggap 

kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma 

(Lederman, 2003). Kepatuhan pajak 

merupakan masalah klasik yang dihadapi 

dihampir semua negara yang menganut sistem 

perpajakan (Hutagaol, 2007). 

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak 

dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. 

Masyarakat harus sadar akan keberadaannya 

sebagai warga negara yang senantiasa selalu 

menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan 

negara (Suardikha, 2009). Kesadaran wajib 

pajak merupakan suatu keadaan disaat Wajib 

Pajak mengetahui, memahami, dan 

melaksanakan ketentuan perpajakan secara 

benar dan sukarela (Asri, 2009). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nirajenani dan 

Aryani (2018) membuktikan bahwa kesadaran 

wajib pajak  berpengaruh positif pada 

kepatuhan wajib pajak. 

Gap theory yang diusulkan oleh 

Parasuraman, dkk (1985) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan perbandingan 

antara harapan yang diinginkan oleh 

pelanggan dengan penilaian mereka terhadap 

kinerja aktual dari suatu penyediaan 

layanan.Kualitas pelayanan tidak hanya 

dianggap penting oleh perusahaan komersial 

saja tetapi saat ini instansi pajak juga telah 

merasakan betapa pentingnya kualitas 

pelayanan karena instansi pajak juga memiliki 

pelanggan yakni Wajib Pajak (Alabede et al, 

2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Layata dan Setiawan (2014) membuktikan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 

pada kepatuhan wajib pajak. 

Pemahaman akan peraturan perpajakan 

akan meningkatkan kepatuhan seseorang 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

(Haryanti dan Kaukab, 2019). Masalah tingkat 

pemahaman akan peraturan perpajakan dari 

wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena 

pengetahuan perpajakan adalah salah satu 

faktor potensial bagi pemerintah untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila 

wajib pajak memahami peraturan perpajakan 

yang dimiliki maka akan mempengaruhi patuh 

tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya 

(Nirajenani dan Aryani, 2018). 



Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama Volume VI Nomor 2 Desember 2020 

 

Asosiasi Dosen & Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 44 

Kewajiban moral adalah moral yang 

berasal dari masing-masing individu yang 

kemungkinan orang lain tidak memilikinya 

(Ajsen, 2002). Menurut Wenzel (2005) moral 

wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat 

berpengaruh terhadap perilaku dari Wajib 

Pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan 

hasil penelitian Layata dan Setiawan (2014) 

membuktikan bahwa kewajiban moral 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 

pajak. 

Sanksi perpajakan dapat dikenakan agar 

memberikan efek jera bagi wajib pajak yang 

kurang taat terhadap kewajibannya sebagai 

seorang Wajib Pajak (Ngakil dan Kaukab, 

2020) . Sanksi yang dikenakan dalam jumlah 

yang tinggi akan mendorong Wajib Pajak 

untuk lebih patuh (Wahyu, 2008). Penelitian 

yang dilakukan oleh Jaya dan Jati (2016) 

membuktikan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 

pajak. 

Aplikasi satria pajak merupakan sistem 

pembayaran pajak daerah secara online pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyumas. Aplikasi satria pajak melayani 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, 

pajak air tanah.Aplikasi satria pajak diciptakan 

agar wajib pajak dapat lebih mudah, aman, 

praktis, dan sesuai dengan ketentuan dalam 

membayar pajaknya. Menurut Pak Toro kepala 

sub bidang penagihan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyumas aplikasi satria 

pajak merupakan sistem pembayaran pajak 

daerah secara online yang sangat berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel 

di Kabupaten Banyumas. 

Pajak hotel menjadi salah satu 

pendapatan daerah yang terus digenjot untuk 

dimaksimalkan. Namun di tahun 2019 pajak 

hotel yang ditarget Rp 11,5 miliar, realisasinya 

baru Rp 10 miliar. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah target dan realisasi yang disajikan pada 

Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada BAPENDA Kabupaten Banyumas 

Tahun 2015 Sampai 2019 

Tahun Target  (RP) 
Realisasi Pertumbuhan 

(%) Rp (%) 

2015 5,500.000.000 6.025.201.413 110 - 

2016 6.500.000.000 6.864.568.010 106 13,93 

2017 7.400.000.000 7.708.131.245 104 12,29 

2018 10.000.000.000 10.387.206.836 104 34,76 

2019* 11.500.000.000 10.494.017.326 91,25 1,03 

Rata–rata 103,05 12,40 

Sumber: BAPENDA Kabupaten Banyumas, 2020. 

 

Berdasarkan Tabel 1 realisasi pajak lebih 

rendah dari yang ditargetkan dan hanya 

memiliki persentase 91,25% lebih rendah dari 

persentase pada tahun-tahun sebelumya. Selain 

itu pertumbuhannya juga sangat kecil yaitu 

1,03%, yang dapat menunjukan masih 

kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak. 

 

Tabel 2 Piutang  Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas  

Tahun 2015 Sampai 2019 

Tahun Jumlah piutang 

awal 

Jumlah realisasi 

piutang 

Jumlah piutang 

2015 26.825.970 16.720.500 10.105.470 

2016 10.105.470 1.432.750 8.672.720 

2017 8.672.720 - 8.672.720 

2018 8.672.720 - 8.672.720 

2019 8.672.720 - 8.672.720 

  Sumber: BAPENDA Kabupaten Banyumas, 2020. 
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Dari Tabel 2 membuktikan bahwa 

terdapat piutang yang belum ter realisasi 

sejumlah 8.672.720 dari tahun 2017 sampai 

2019. Tabel 2 mengindikasikan bahwa masih 

terdapat Wajib Pajak hotel yang tidak patuh 

atau kurang dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak 

merupakan faktor yang sangat penting bagi 

peningkatan penerimaan pajak, maka dari itu 

perlu dikaji secara intensif mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak, khusunya dalam membayar pajak hotel 

(Chau, 2009). 

 

LANDASAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Seorang Wajib Pajak harus dengan sadar 

memahami, menaati, dan memiliki 

kesungguhan untuk memenuhi kewajiban 

ketentuan perpajakan dengan baik dan benar, 

yang sudah diatur pemerintah dalam 

perundang-undangan (Dewi dan Sukartha, 

2015). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib 

pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan 

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga 

dapat meningkatkan kepatuhan (Sugi dan Lely, 

2017 dalam Nirajenani dan Aryani, 2018 ). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Sukartha (2015) menunjukan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif pada 

kepatuhan wajib pajak.Hasil tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Jaya dan Jati (2016) Kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 

pajak. Hasil penelitian tersebut juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nirajenani dan Aryani (2018) kesadaran wajib 

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran 

wajib pajak maka pemahaman dan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin 

baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan, 

sehingga dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

 

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Kualitas pelayanan yang baik merupakan 

salah satu upaya dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak.Kualitas pelayanan 

petugas yang baik diharapkan dapat 

meningkatan kepuasan wajib pajak sehingga 

meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Pelayanan petugas 

yang baik akan memberikan kenyamanan bagi 

Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan guna meningkatkan kualitas 

pelayanan yaitu dengan menyediakan sarana-

prasarana maupun sistem informasi terutama 

dalam pembentukan perilaku petugas yang 

siap melayani masyarakat selaku Wajib Pajak 

(Nirajenani dan Aryani, 2018). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Layata dan 

Setiawan (2014) membuktikan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan 

wajib pajak.Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata 

dan Setiawan (2015) bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 

pajak. Hasil tersebut juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) 

bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan petugas yang baik diharapkan dapat 

meningkatan kepuasan wajib pajak sehingga 

meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, sehingga dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

 

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

  

Susilawati dan Budiartha (2013), 

menyatakan bahwa pemahaman mengenai arti 

dan manfaat pajak dapat meningkatkan 

kesadaran dari wajib pajak. Faktor 

pengetahuan khususnya pengetahuan dasar 

tentang perpajakan penting dalam membantu 

wajib pajak melaksanakan kewajibannya 

(Noormala, 2008). Sikap wajib pajak dapat 

ditingkatkan melalui pengetahuan pajak yang 

lebih baik dan pada gilirannya akan 

meningkatkan kepatuhan secara sukarela dan 

mengurangi kecenderungan untuk 

menghindari pajak (Eriksen, 1996). Hasil 

penelitian Nirajenani dan Aryani (2018) 

membuktikan bahwa pemahaman peraturan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak.Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 

Pratiwi dan Supadmi (2016) pemahaman 

peraturan berpengaruh positif terhadap 
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kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Romandana 

(2012) dan Nerissa (2014) dalam Pratiwi dan 

Supadmi (2016) mendapatkan hasil bahwa 

pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh 

positif pada kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat 

disimpulkan Semakin baik pengetahuan 

perpajakan wajib pajak, semakin patuh wajib 

pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

peraturan perpajakan, sehingga dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

 

H3: Pemahaman peraturan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Menurut Ajsen (2002) kewajiban moral 

adalah moral yang berasal dari masing-masing 

individu yang kemungkinan orang lain tidak 

memilikinya. Wanzel (2002) menyimpulkan 

dalam penelitiannya jika Wajib Pajak memiliki 

kewajiban moral yang baik maka Wajib Pajak 

akan cenderung berperilaku jujur dan taat 

terhadap aturan yang telah diberikan sehingga 

hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak 

dalam pemenuhan pajaknya. Pernyataan 

tersebut didukung dengan hasil penelitian 

Layata dan Setiawan (2014) membuktikan 

bahwa kewajiban moral berpengaruh positif 

pada kepatuhan wajib pajak.Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi dan Sukartha 

(2015) juga membuktikan bahwa kewajiban 

moral berpengaruh positif pada kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak hotel. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 

Pranata dan Setiawan (2015) yang 

membuktikan bahwa kewajiban moral 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 

pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa kewajiban moral yang 

baik diharapkan dapat meningkatan kepatuhan 

wajib pajak, sehingga dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

 

H4: Kewajiban moral berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Menurut Kantor Pemerintah Akuntan 

Amerika Serikat (2009) dalam Layata dan 

Setiawan (2014) sanksi perpajakan 

dimaksudkan untuk membuat patuh para wajib 

pajak.Sanksi perpajakan dapat diberikan 

kepada Wajib Pajak yang terlambat 

menyelesaikan kewajibannya dan juga kepada 

Wajib Pajak yang melaporkan pajak 

terutangnya secara tidak benar sesuai dengan 

jumlah yang seharusnya. Kedua hal ini sangat 

merugikan karena dapat mempengaruhi 

pendapatan negara yang secara jangka panjang 

dapat menghambat pembangunan yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sanksi yang dikenakan dalam jumlah yang 

tinggi akan mendorong Wajib Pajak untuk 

lebih patuh (Wahyu, 2008 dalam Jaya dan Jati, 

2016). Hasil penelitian Dewi dan Sukartha 

(2015) membuktikan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak.Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Jaya dan Jati (2016) juga 

membuktikan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 

Nirajenani dan Aryani  (2018) yang 

membuktikan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa sanksi perpajakan yang 

dikenakan dalam jumlah tinggi dapat 

mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh, 

sehingga dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

 

H5: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

 

Aplikasi satria pajak merupakan sistem 

pembayaran pajak daerah secara online pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyumas.Aplikasi satria pajak juga 

merupakan sistem pembayaran pajak daerah 

secara online yang berfungsi untuk 

mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. 

Aplikasi satria pajak juga berfungsi untuk 

memfasilitasi  Wajib Pajak untuk membayar 

kewajibannya tanpa perlu datang ke kantor 

Badan Pendapatan Daerah. Menurut Pak Toro 

kepala sub bidang penagihan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas 

aplikasi satria pajak merupakan sistem 

pembayaran pajak daerah secara online yang 

sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak hotel di Kabupaten Banyumas. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat 
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disimpulkan bahwa aplikasi satria pajak yang 

dapat mempermudah Wajib Pajak dalam 

membayar kewajibannya dapat mendorong 

Wajib Pajak untuk lebih patuh, sehingga dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

 

H6: Aplikasi satria pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

METODE 

penelitian yang menggunakan angka 

dalam penyajian data dan analisis yang 

menggunakan uji statistik. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Wajib Pajak hotel yang 

terdaftar di Badan Pendapatan Daerah di 

Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2020 

dengan jumlah 417 Wajib Pajak hotel yang 

terdiri dari 188 hotel, 170 kos, dan 59 wisma 

& villa. Dengan asumsi bahwa dalam 

penelitian ini hanya meneliti tentang 

perhotelan yang ada di Banyumas, jadi jumlah 

populasinya ada 188 Wajib Pajak. Untuk 

menentukan jumlah sampel dalam penelitian 

ini menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel 

berdasarkan perhitungan rumus adalah 36 

Wajib Pajak. Teknik sampling menggunakan 

simple random sampling atau penarikan 

sampel acak. Model yang digunakan untuk 

menguji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kepatuhan wajib pajak. Adapun 

indikator kepatuhan wajib pajak yaitu Wajib 

Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) dengan benar, melakukan 

perhitungan dengan benar, melakukan 

pelaporan atas penyetoran SPTPD dengan 

tepat waktu, melakukan pembayaran tepat 

waktu, tidak pernah menerima surat teguran 

(Pratiwi dan Aryani, 2019). Variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu 

kesadaran wajib pajak dengan indicator hak 

dan kewajiban, tepat waktu, kesadaran diri 

sendiri (Munawaroh, 2018). Kualitas 

pelayanan dengan ndikator bukti 

fisik/berwujud, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati (Pratiwi dan Aryani, 

2019). Indikator pemahaman peraturan yaitu 

pajak bentuk partisipasi dalam usaha 

pembangunan nasional, pengetahuan mengenai 

fungsi  perpajakan, wajib pajak diberi 

kepercayaan (Munawaroh, 2018). Indikator 

kewajiban moral yaitu tanggungjawab, 

perasaan cemas, perasaan bersalah (Pratiwi 

dan Aryani, 2019). Indikator sanksi pajak yaitu 

sanksi administrasi, sanksi pidana, pengenaan 

sanksi yang berat untuk mendidik Wajib Pajak 

(Pratiwi dan Aryani, 2019). Indikator aplikasi 

satria pajak yaitu mengetahui aplikasi satria 

pajak, mengetahui fungsi aplikasi satria pajak, 

mensukseskan kegiatan monitoring pajak 

secara online Pratiwi dan Aryani (2019). 

Semua variabel diukur dengan kuesioner 

dengan 5 poin skala likert. 

 

HASIL 

1. Hasil 

Uji F merupakan uji Goodness of Fit 

yang digunakan untuk mengukur ketepatan 

fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual. Hasil  pengujian diperoleh nilai F 

hitung = 4,574 > Ftabel = 2,43, maka Ho 

ditolak atau Ha diterima, artinya ada pengaruh 

secara simultan antara kesadaran wajib pajak, 

kualitas pelayanan, pemahaman peraturan, 

kewajiban moral, sanksi pajak, dan aplikasi 

satria pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa model 

penelitian sudah baik dan memenuhi kriteria 

Good of fit. 

Tabel 3 Pengujian Good Of fit Model (Uji F) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 126,788 6 21,131 4,574 ,002 

Residual 133,962 29 4,619   

Total 260,750 35    

 

Sebelum dilakukan pengolahan data, 

data yang diperoleh melalui kuesioner perlu 

untuk diuji kebenaran dan kehandalanya. 

Pengujian dilakukan dengan pengujian 

validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas 

menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib 

pajak memiliki kisaran korelasi 0,684** 

sampai 0,811** dengan tingkat signifikasi 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertanyaan-pertanyaan tentang kesadaran 

wajib pajak dapat dinyatakan valid.Variabel 

kualitas pelayanan memiliki kisaran korelasi 



Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama Volume VI Nomor 2 Desember 2020 

 

Asosiasi Dosen & Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 48 

0,482** sampai 0,788** dengan tingkat 

signifikasi 0,000.Hal ini menunjukkan bahwa 

pertanyaan-pertanyaan tentang kualitas 

pelayanan dapat dinyatakan valid.Variabel 

pemahaman peraturan memiliki kisaran 

korelasi 0,747** sampai 0,770** dengan 

tingkat signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang 

pemahaman peraturan dapat dinyatakan 

valid.Variabel kewajiban moral memiliki 

kisaran korelasi 0,741** sampai 0,842** 

dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan 

tentang kewajiban moral dapat dinyatakan 

valid.Variabel sanksi pajak memiliki kisaran 

korelasi 0,828** sampai 0,955**dengan 

tingkat signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang sanksi 

pajak dapat dinyatakan valid.Variabel aplikasi 

satria pajak memiliki kisaran korelasi 0,636** 

sampai 0,935** dengan tingkat signifikasi 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertanyaan-pertanyaan tentang aplikasi satria 

pajak dapat dinyatakan valid. Variabel 

kepatuhan wajib pajak  memiliki kisaran 

korelasi 0,706** sampai 0,929** dengan 

tingkat signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang 

kepatuhan wajib pajak  dapat dinyatakan valid. 

Hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach 

Alpha dengan hasil semua variabel dalam 

penelitian memiliki alpha lebih besar dari 0,6 

maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

alat pengukuran dalam penelitian ini telah 

memenuhi syarat uji reabilitas karena reliabel 

dan dapat digunakan sebagai alat ukur.  

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum 

menguji hipotesis. Hasil perhitungan 

normalitas dengan menggunakan uji One 

Sample Kolmogorov-smirnov Test memiliki 

probabilitas tingkat signifikan diatas tingkat α 

= 0,05 yaitu 0,170. Hal ini berarti dalam model 

regresi terdapat variabel residual yang 

terdistribusi secara normal. Hasil uji 

multikolonieritas menunjukkan semua nilai 

tolerance yakni pada variabel kesadaran wajib 

pajak, kualitas pelayanan, pemahaman 

peraturan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan 

aplikasi satria pajak diatas nilai 0,1. Selain itu 

pada VIF pada semua variabel yakni kesadaran 

wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman 

peraturan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan 

aplikasi satria pajak menunjukkan nilai kurang 

dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi ini tidak terjadi gejala 

multikolonieritas. Hasil uji heterokedastisitas 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel 

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, 

pemahaman peraturan, kewajiban moral, 

sanksi pajak, dan aplikasi satria pajak berada 

diatas 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa model 

regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda untuk 

menguji apakah kesadaran wajib pajak, 

kualitas pelayanan, pemahaman peraturan, 

kewajiban moral, sanksi pajak, dan aplikasi 

satria pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak.

 

 

 

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,713 4,879  ,966 ,342 

Kesadaran WP ,320 ,366 ,141 ,876 ,388 

Kualitas Pelayanan -,076 ,068 -,201 -1,121 ,271 

Pemahaman Peraturan ,431 ,210 ,282 2,055 ,049 

Kewajiban Moral ,485 ,296 ,273 1,636 ,113 

Sanksi Pajak -,077 ,243 -,058 -,318 ,752 

Aplikasi Satria Pajak ,565 ,171 ,471 3,307 ,003 
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Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian 

regresi linier berganda secara serentak 

terhadap seluruh vaiabel independen dalam 

penelitian ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat 

diperoleh persamaan regresi linier berganda 

sebagai beikut: 

Y = 4,713 + 0,320 X1 - 0,076 X2 + 0,431 X3 

+ 0,485 X4 – 0,077 X5 + 0,565 X6 + 2,14927 

1. Nilai konstanta (α) sebesar 4,713, 

menunjukkan bahwa ketika variabel 

independen (kesadaran wajib pajak, kualitas 

pelayanan, pemahaman peraturan, 

kewajiban moral, sanksi pajak, dan aplikasi 

satria pajak) dalam keadaan konstans (x = 

0), maka perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini cenderung memiliki 

kepatuhan wajib pajak yang baik. 

2. Hasil pengujian regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel kesadaran 

wajib pajak memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,320 dengan nilai signifikansi 

0,388.  Nilai ini lebih besar dari nilai 

signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, 

maka hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

ditolak. 

3. Hasil pengujian regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel kualitas 

pelayanan memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,076 dengan nilai signifikansi 

0,271. Nilai ini lebih besar dari nilai 

signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, 

maka hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

ditolak.  

4. Hasil pengujian regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel pemahaman 

peraturan memiliki koefisien regresi sebesar 

0,431 dengan nilai signifikansi 0,049.  Nilai 

ini lebih kecil dari nilai signifikansi 5% 

(0,05). Dengan demikian, maka hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa pemahaman 

peraturan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak diterima, artinya 

semakin baik pemahaman peraturan, maka 

semakin baik kepatuhan wajib pajak yang 

dihasilkan, dengan asumsi variabel lainnya 

dianggap konstan.  

5. Nilai koefisien regresi dari variabel 

kewajiban moral sebesar 0,485 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,113. Nilai ini lebih 

besar dari nilai signifikansi 5% (0,05). 

Dengan demikian, maka hipotesis keempat 

yang menyatakan bahwa kewajiban moral 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak ditolak. 

6. Hasil pengujian regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak 

memiliki koefisien regresi sebesar -0,077 

dengan nilai signifikansi 0,752.  Nilai ini 

lebih besar dari nilai signifikansi 5% (0,05). 

Dengan demikian, maka hipotesis kelima 

yang menyatakan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak ditolak.  

7. Hasil pengujian regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel aplikasi satria 

pajak memiliki koefisien regresi sebesar 

0,565 dengan nilai signifikansi 0,003. Nilai 

ini lebih kecil dari nilai signifikansi 5% 

(0,05). Dengan demikian, maka hipotesis 

keenam yang menyatakan bahwa aplikasi 

satria pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak diterima, artinya 

semakin tinggi penggunaan aplikasi satria 

pajak, maka semakin baik kepatuhan wajib 

pajak yang dihasilkan, dengan asumsi 

variabel lainnya dianggap konstan. 

 

Tabel 5 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,697
a
 ,486 ,380 2,14927 
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Tabel 5 menunjukkan nilai adjusted R 

square sebesar 0,380 atau  38%, hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib 

pajak, kualitas pelayanan, pemahaman 

peraturan, kewajiban moral, sanksi pajak, 

aplikasi satria pajak sebesar 38%. Sedangkan 

sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

2. Pembahasan 

Menurut Nasution (2006) kesadaran 

wajib pajak merupakan sikap wajib pajak 

yang memahami dan mau melaksanakan 

kewajibannya untuk membayar pajak dan 

telah melaporkan semua penghasilannya tanpa 

ada yang disembunyikan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hasil pengujian 

hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak 

sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak (H1 ditolak). Penelitian ini 

membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak 

hotel di Kabupaten Banyumas belum 

mencapai tingkat sebagaimana yang 

diharapkan. Dilihat dari Tabel 2 Data piutang 

pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyumas tahun 2014-2019 masih 

terdapat piutang  pajak sebesar 8.672.720. 

Artinya ketika Wajib Pajak memiliki 

kesadaran maka membayar pajak akan 

dilakukan secara sukarela bukan 

keterpaksaan. Dengan demikiankesadaran 

wajib pajak dalam penelitian ini tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib pajak. 

Kualitas pelayanan adalah serangkaian 

perbuatan nyata yang dilakukan untuk 

mewujudkan pemberian layanan yang terbaik 

bagi Wajib Pajak (Kotler, 2002). Hasil 

pengujian hipotesis pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh terhadap kesadaran wajib 

pajak.Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 

awal yang menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kesadaran wajib pajak (H2 ditolak). Hasil ini 

menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan 

perhotelan di Kabupaten Banyumas 

merasakan pelayanan maksimal yang 

diberikan oleh pegawai Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyumas.Contohnya dari 

hasil wawancara dengan manajer hotel 

Gunung Slamet yang menyatakan bahwa 

kurang adanya perhatian secara individu 

terhadap Wajib Pajak hotel.Artinya, 

Pelayanan disebut prima jika mampu 

memuaskan Wajib Pajak atau sesuai harapan 

Wajib Pajak.Instansi yang belum memiliki 

standar pelayanan perlu menyusun standar 

pelayanan sesuai tugas dan fungsinya agar 

tingkat keprimaan pelayanan dapat diukur. 

Kepuasan masyarakat ini merupakan salah 

satu ukuran berkualitas atau tidaknya 

pelayanan publik.Dengan demikian kualitas 

pelayanan dalam penelitian ini tidak 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Pemahaman peraturan perpajakan 

adalah proses dimana Wajib Pajak 

mengetahui tentang perpajakan dan 

mengaplikasikan pengetahuan itu untuk 

membayar pajak (Kiryanto, 2000). Hasil 

pengujian hipotesis pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa pemahaman 

peraturanberpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak.Hal ini sesuai dengan 

hipotesis awal yang menyatakan bahwa 

pemahaman peraturanberpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak (H3 

diterima).Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nirajenani dan Aryani 

(2018), yang membuktikan bahwa 

pemahaman peraturan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 

membuktikan bahwa pemahaman peraturan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Artinya, dalam membayar pajak 

seorang Wajib Pajak telah memahami bahwa 

pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 

usaha pembangunan nasional, mengetahui 

fungsi dari perpajakan, serta Wajib Pajak 

mengetahui bahwa mereka diberi kepercayaan 

untuk menghitung, mengisi, membayar dan 

melaporkan pajaknya sendiri, sehingga 

dengan adanya pemahaman peraturan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka 

semakin baik pemahaman peraturan, maka 

semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. 

Seperti terlihat pada Tabel 4. Rata-rata aktual 

sebesar12,1944 dan standar deviasi 1,78597 

sedangkan rata-rata teoritisnya 9. Karena rata-
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rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata 

teoritis, sehingga dapat dijelaskan bahwa 

responden dalam penelitian ini memiliki 

pengetahuan yang baik tentang pemahaman 

peraturan. 

Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan 

kewajiban moral merupakan suatu perasaan 

bersalah yang dimiliki seseorang namun 

belum tentu dimiliki oleh orang yang 

lainnya.Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 

4 menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal 

yang menyatakan bahwa kewajiban moral 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak (H4 ditolak). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Menurut kepala sub bidang penagihan 

terdapat hampir setengah lebih dari jumlah 

Wajib Pajak hotel yang terlambat bayar pajak. 

Artinya, sebagian besar Wajib Pajak 

perhotelan di Kabupaten Banyumas belum 

sepenuhnya memiliki kemauan yang kuat 

untuk bertanggungjawab dalam kewajiban 

perpajakannya dan tidak memiliki perasaan 

cemas dan perasaan bersalah jika belum 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Sanksi pajak merupakan alat kontrol 

yang mengontrol agar wajib pajak tetap 

memenuhi kewajiban perpajakannya 

dikarenakan dengan adanya kerugian yang 

akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak 

membayarkan pajak, yang secara otomatis 

akan membuat wajib pajak harus berpikir 

apabila tidak ingin memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Resmi, 2012). Hasil 

pengujian hipotesis pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak.Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 

awal yang menyatakan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak (H5 ditolak). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak.Menurut kepala sub bidang penagihan 

tanggal jatuh tempo pembayaran pajak hotel 

yaitu setiap tanggal 10 bulan berikutnya, dan 

sanksi yang diberikan hanya denda 

administrasi 2% per bulan. Maksimal 

keterlambatan 2 tahun atau 48%.Dari jumlah 

sanksi administrasi yang cukup kecil ini, 

membuat hampir setengah lebih dari Wajib 

Pajak terlambat membayar pajak. 

Aplikasi satria pajak merupakan sistem 

pembayaran pajak daerah secara online pada 

Badan Pendapatan  Daerah Kabupaten 

Banyumas. Aplikasi satria pajak melayani 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

mineral bukan logam dan batuan, pajak 

parkir, pajak air tanah.Hasil pengujian 

hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 

aplikasi satria pajakberpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyatakan bahwa aplikasi satria 

pajakberpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak (H6 diterima). Hal ini sejalan 

dengan hasil wawancara dengan Pak Toro 

kepala sub bidang penagihan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas 

aplikasi satria pajak merupakan sistem 

pembayaran pajak daerah secara online yang 

sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak hotel di kabupaten 

Banyumas. Penelitian ini membuktikan 

bahwa aplikasi satria pajakberpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Artinya dalam membayar pajak, seorang 

Wajib Pajak  dapat dengan mudah melakukan 

kewajiban perpajakannya hanya dengan 

mengakses aplikasi satria pajak melalui 

website resmi 

https://satriapajak.banyumaskab.go.id. 

Menurut kepala sub bidang penagihan selain 

mempermudah Wajib Pajak dalam membayar 

kewajiban perpajakannya, aplikasi satria 

pajak juga mempermudah pegawai Badan 

Pendapatan Daerah khususnya bidang 

penagihan dalam memonitor pajak daerah. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

wajib Pajak menganggap bahwa kesadaran 

membayar pajak dalam suatu kegiatan 

perpajakan kurang memberikan manfaat. 

Selain itu kualitas pelayanan yang diberikan 

tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Kewajiban moral juga yang diberikan 

tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

https://satriapajak.banyumaskab.go.id/
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pajak. Sanksi pajak yang diberikan tidak 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Namun semakin baik pemahaman peraturan 

dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, maka semakin baik pula 

kepatuhan wajib pajak dan semakin baik 

aplikasi satria pajakdalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, maka semakin baik 

pula kepatuhan wajib pajak. 

Beberapa saran yang penulis berikan 

sehubungan dengan penelitian yang dilakukan 

adalah adalah bagi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyumas, diharapkan lebih 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel, 

sehingga pemerintah berhasil dalam 

menghimpun pajak. Bagi Wajib Pajak hotel, 

hendaknya bisa menjadikan penelitian ini 

sebagai  bahan pertimbangan agar dapat lebih 

memahami pentingnya kepatuhan dalam 

membayar pajak, sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam 

penelitian ini tidak terlepas dari beberapa 

keterbatasan, diantaranya adalah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sangat kecil 

dan hanya terbatas pada wajib pajak hotel di 

Kabupaten Banyumas, sehingga penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasi untuk jenis 

perusahaan lainnya. Hal ini yang dapat 

memungkinkan adanya perbedaan hasil dan 

kesimpulan. Sehingga agenda penelitianyang 

akan dating dapat menambah jumlah sampel 

sehingga gambaran hasil penelitian lebih 

mendekati kondisi yang sebenarnya.  
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